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b. bahwa Gubernur Jawa Tengah melalui Kepurusan Nom01: : 

211/9 Tahun 2020 tentang Persetujuan Kenaikan Bantuan 

Keuangan Partai Politik di Kabupaten Grobogan Tahun 202'1, 

telah menyetujui kenaikan bantuan keuangan kepada partai 
politik tingkat Kabupaten Grobogan yang mendapat kursi di 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenctapkan Peraturan Bupati 

Len tang Perubahan Atas Pcraturan Bupati Grobogan Nomor 4 7 

Tahun 2018 ten tang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 

a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) clan Pasal 7 

ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalarn 

Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah dan Tertib 

Adminisrrasi, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Percanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik, besaran nilai bantuan keuangan partai politik dapat 

dinaikkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah 

mcndapat persetujuan Menteri yang didelegasikan kepada 
Gubernur; 

Menimbang 

BUPATJ GROBOGAN. 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PERVBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 47 TAHUN 2018 

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAJ. POLITIK 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATJ GROBOGAN 

NOMOR ~ TAHUN 2020 

BUPATJ GROBOGJ\N 

PROVINST JAW/\ TENGAN 
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l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah: 

2. Undang-Undang Nomor 17 Talrun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4286); 

3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 1'5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan 
Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4836); · 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 

Tambahari Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4801). 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembarau negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lernbaran Negara 
Republiklndonesia Nomor 5189); 

6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nornor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir 
clengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemcrintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
' Indonesia Tahun 201:5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nornor 5679); 

7. Peraturan Perncriruah Nomor 5 Tahun 2009 lentang Bantuan 

Kcuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nornor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4972). sebagaimana telah diubah 

Mengingat 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal ll 

... 
Besaran nilai ~i3ancuan Keuangan kepada Partai Politik yang 

mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (3) sebesar Rp2.000,00 {dua ribu rupiah) per suara. 

Pasal 5 

Kecentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 
2-018 tentang Bancuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita 

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 47) diubah sebagai 

berikut : 

Pasal l 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURA.N 
0BUPATI GROBOGAN NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG BANTCAN 

1<EUA..'IGAN KEPADA PARTAf POLlTIK. 

MEMUTUSKAN : 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Pcrubahan Kedua Atas Peraturan 

Pernerintah Nornor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 6322); 

8. Peracuran Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Adrninistrasi, 

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 
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ARSONO 

I\N, 

Diuudangkan di Purwodadi 
pad a tanggal 3 o Qi'i;;mb,.,. ~o .:to 

Ditetapkan di Purwodadi 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnerncrintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Grobogan. 
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